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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabbarokatuh

Pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya memanjai-
kan puji syukur kepada Tuhan vang telah melimpahkan Rachmat dan
Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini saya berkesempatan menyvampai-
kan pidato pergukuhan sebagal guru besar madya di hadapan rapat senat
terbuka Universitas Diponegeru dan hadinn yang sava hormat’. Sava
juga menvampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para hadirin
vang telah meluangkan wakt untuk menghadiri upacara pengukuhan im
dan sekaligus ikut meresmikan upacara penguknhan ini.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampailan
hasil pengamatan sava mengenai pemakaian bahasa indonesia pada da-
sawarsa terakhir ini. Tujuan pengungkapan ini ialah agar Kita dapat
mengambil hikmah dari pengalaman ini dan tiaak mengulang kesalahan
vang sama di masa mendatang. Pertama-tama akan diuraikan peran
negara dalam pembinaan bahasa Indonesia, dan selanjutnya akan dijelas-
kan akibat yang ditimbulkan oleh peran itu. Tulisan ini didusari asumsi
bahwa bahasa itu berubah, dan perubahan itu dapat dipengaruni. diarah-
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kan. atau direncanakan. Akan tctapi perencanaan bahasa itu harus dida-
sarkan pada sifat bahasa itu sendiri, yaitu arbiitrer dan konvensional.'
Perencanaan bahasa tanpa memperhatikan sifai pahasa itu akan meng-
akibatkan munculnva perbedaan penafsiran ci antara pihak-pikak yang
terlibat dalam pemakaian banasd.. Perbedaan penafsiran itu mengindika-
sikan adanya ketegangan atau hubungan yang tidak harmonis antara
pembicara dan kawan vicaranya.

Otoritas Bahasa

Salah satu hal vang membedakan manusia dengan makhluk iain-
nya ialah karena manusia memiliki bahasa. Secara substansial bahasa
berwujud bunyi atau tulisan yang mengandung arti. Manusia memakai
bahasa untux berbagai tujuan sebagai akibat interaksi manfisia dengan
manusia, alam, dan kekuatan supranatural. Secara hakiki fungsi bahasa
- itu ialah alat untik menyatakan pikiran dan peraaan, alat berpikir dan
berasa, dan alat memahami pikiran dan perasaan (Tampubolon, 1999:4).

Telah lama disadari bahwa bahasa itu berubah, dan perubahan itu
tidak terelakkan dan tanpa kecuali. Perubahan itu terjadi melalui proses
alami sesual dengan keinginan mesyarakat pemakai bahasa itu, atau
melalui usaha terencana dan terarah yang disebut perencanaan bahasa.
Perencanaan bahasa dapat dilakukan oleh negara melalui badan yang
resmi dan secara khusus ditugasi perihal itu, atau pihak di luar negara
baik kelompuk atau perseorangan. Ini berarti kewenangan atau otoritas
mengatur dan merencanakan perubahan bahasa ada di tangan negara
atau masyarakat. Baik oleh negara atau masyarakat dalam kenyataannya
peran itu dimainkan oleh minoritas kreatif® (creative minority). yaitu
sekelompok orang yang secara kuantitatit minoritas tetapi mempunyai
kreativitas untuk mempengaruhi terjadinya perubahan bahasa. Orang-
orang yang berada di dalam minoritas kreatif itu terutama adalah orang-



orang yang menaruh perhatian terhadap bahasa yang dipakainva, baik
itu ahli bahasa atau lainnya.

Peran minorit2s kreatif sangat penting sebagai penggagas dan pe-
rumus perencanaan bahasa, tetapi keberhasilan peran itu tergantung pad.
dukungan negara dan masyarakat. Pada situasi otoritas bahasa dipegang
cleh negara, para penggagas dan perumm perencanaan tahasa dan pe

nvelergpara negara harus sepahan: terhaday kebijulan yang ditetankan-

nva. Artinva para penvelenggara negara harus melaksanakan apa yang
telah dnumuskan dalam kebijakan perencanaan bahasa. Perilaku keba-
hasaan para penyelenggara negara menentukan keberhasilean kebijakan
perencaraan bahasa, karena para penyelenggara negara itu menjadi
model yang akan ditiru oleh masyarakainva. Setelah masyarakat meniru
atau melaksanakan kebijakan perericanaan bahasa itu, maka bahasa telah
berubah sesuai dengan keinginan pemegang otoritasnya.

Dalam suatu negara yang otoritas bahasa diserahkan kepada ma-
syarakat. seperti terjadi di Inggris atau Amerika Serikat, minoritas
kreatif menawarkan kebijakan perencanaan bahasa dengan mempertim-
bangkan pengetahuan kebahasaan dan lenyataan pemakaian bahasa di
dalam masvarahat. Negara mengakomodasi dan meresmikan bahasz
vang dipakai oleh masyarakatnya. Negara memberi keleluasaan kepada
masvarakat untuk menentukan dan memecahkan masalah kebahasaan
vang dihadapinya. Masyarakat itu sendirilah yang mengatur dan menen-
tukan arah perubahan bahasa.

Otoritas bahasa berimplikasi terhadap penuturnya. Jika otoritas
bahasa dipegang oleh negara, maka proses perubahan bahasa dapat terja-
di dalam waktu yang tidak terlalu lame, asal didukung oleh masyarakat
sebagai pemakai bahasa itu. Akan tetapi jika otoiitas yang dipegang olek
negara itu dipakai sebagai alat untuk menjaga kelangsungan kekuasaan-
nya, maka akan terjadi protes dan penolakan masvarakat terhadap kebi-
jakan perencanaan bahasa yang ditetapkan oleh negara. Penolakan itu
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lama-kelamaan akan menurunkan wibawa negara, bahkan akan menjadi
sarana untuk menurunkan pemimpin negara. Sebaliknya, otoritas bahasza
vang diserahkan kepada masyarakat di satu sisi membuiuhkan waktu
vang lebih lama karena menunggu proses penerimaan oleh masyarakat,
ietapi keoil kemungainan terjadinya penolakan karena masyarakat itu
sendirilah vang mengatur dan meleksanakan perencaraan bahasa. Selain
itu. pros=s.seperti ini sesuai dengan  sifat hakiki bahasa. yaitu konven-
sional dai arbitcer. Bahasa bersifat konvensional dalam arti bahasa
dibentuk atas dasar kesepakatan bersama di antara pemakai bahasz.
Konvensi itu dapat terjadi karena bahasa bersiiat arbitrer, dalam arti
tidak ada motivasi atau aturan yang dipakai sebagai dasar pada proses
pembentukan bahasa. Sejauh pemakai bahasa telah menyatakan
kesepakatannya, yang ditunjukkan oleh kebersamaan pemakaian, maka
bahasa itu telah terwujud atau ada.

Negara sebagai Pemegang Otoritas Bahasa di Indonesia

Otoritas bahasa ditentukan atas dasar politik negara. Negara yang
menganut prinsip pahwa regara berhak mengatur kehidupan masya-
rakat, negara tersebut cenderung akan menjadi pemegang otoritas
bahasa. Sebaliknya negara yang menganut prinsip bahwa negara hanya
berfungsi sebagai fasilitator dan memberi keleluasaan kepada masya-
rakat untuk mengatur dirinya sendiri, negara tersebut cenderung akan
menyerahkan otoritas bahasa kepada masyarakat. Paham yang pertama
mengikuti pendapat yang mengatzkan bahwa bahasa merupakan bagian
dari kekuatan negara: mereka terbentuk bersama, berkembang bersama,
dan runtuh bersama-sama pula (Illich, 1980). Sebaliknya paham yang
kedua didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat adalah pemilik dan
pemakai bahasa, karena itu mereka berhdk mengatur miliknya sendiri.

Di Indonesia otoritas bahasa ada di tangan negara. Hal ini terlihat
dengan jelas setelah diresmikan lembaga negara yang bemama Pusat



Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1975). Lembaga ini bertugas
melaksanakan (1) penelitian di bidang bahasa dan susastra mengenai
bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Nusantara, termasuk perkamusan
dan peristilahannya; (2) pengendalian kegiatan pembinaan dan pengein-
bangan bahasa dan susastra; (3) penelitian di bidang pengajaran bahes:
dan susasira mengenai bahasa Indonesia. bahasa daerah Nusantara. dan
tahasa asing vang diaja;axan Gi Indouesia: den (1) nenelaahen Lasii ke-
guaatan pembinaan dan pengembangan balasa dan susastia (Suman
1978: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993). Tugas va
kedua secara eksplisit mcaunjukkan otoritas bahasa di Indonesia ada
tangan negara.

Pengendalian kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasc
dan susastra sebagai tugas penting lembaga ini dilaksanakan secara eks-
tensif pada masa Orde Baru. Salah satu program yang terkenal pade
masa itu 1alah kampanye pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan
benar’. Selama lebih kurang dua puluh lima tahun program 1ni telai;
menyentuh kesadaran sebagian besar masyarakat Indoneia. Akan tetap!
program ini tak kunjung menjadikan sebagian besar masyarakat Indon--
sia mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. tetapi jusuu
muncul kecenderungan sebagian besar masyarakat bertanya-tany:
mengenai bagaimana seharusnya mereka berbahasa dengan sesan:
warga negara. Mereka berkonsultasi ierlebih dahulu dengan para ahii
atau guru bahasa Indenesia vnitk mendapai pengesahan tentang apa
yvang akan mereka katakan seolah-olah mereka tidak sadar bahwa
mereka sedang bercakap-cakap dalam bahasa milik mereka sendir.
Banyak orang menjadi kurang percaya diri ketika sedang bercakap-
cakap dalam bahasa Indonesia, apalagi jika dalam percakapan itu ada
seorang ahli atau guru bahasa Indonesia.

Kenyataan ini menjadi indikasi kekurangberhasilan poimasvara-
katan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kegagalan pemasyara-



katan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di samping karena
dilaksanakan dengan pendekatan otoriter juga dikendalai oleh pan-
dangan substansial tentang bahasa. Dewasa ini berkembang dua xelom-
pok berar pandangan tentang bahasa. Kelompok pertaina menganggap
bahasa _cbaga: suatu sistzm kaidah yang otonom, statis, tertutup, dan
iiversal. Helompok kedua merumuskan bahasa sebagai fenomena ke-
masvarakatan. Kelompok pertama disevut formalisme, sedang kelompox
kedua disebut fungsionalisme (Leech, 1993: 6%-70). Perbedaan yang
paling peating di antara keduanya ialah: kaum formalis mengkaji baha-
sa sebagai sistem yang otonom, sedang kaum fungsionalis mengkaji
bahasa sebagai sesuatu yang berhubungan dengan fungsi sosialnya.

Pandangan bahasa sebegai sistem yang otonom meniungkinkan
bahasa dideskripsikan kaidah-kaidahnya. Kegiatan berbahasa dianggap
sekedar contoh perwujudan praktis dari kaidah-kaidah itu. Bahasa yang
setia terhadap kaidah disebut bahasa baku, sebaliknya bahasa yang tidak
setia pada kaidah disebut bahasa tidak baku. Secara sederhana dijelaskan
bahwa bahasa baku dipakai dalam situasi resmi, sedang bahasa tidak
baku dipakai dalam komunikasi sehari-hari. (Kridalaksana, 1967,
Moeliono, 1977; Badudu, 1985). Pandangan ini menjadi dasar perlunya
perbakuan bahasa. _

Pandangan bahasa sebagai feromena sosial menolak anggapan
bahaca sebagai sistem tertutup dan statis. Kaidah bahasa bukan tidak
diakui ada, tetapi kaidah-kaidah itu dipahami sebagai sesuatu yang dina-
mis, berubah sesuai dengan perubahan sosialnya. Karena masyarakat
hidup dalam berbagai situasi dan tujuan, maka masyarakat membutuh-
kan berbagai ragam bahasa. Ragam-ragam bahasa itu harus dihargai
kedudukannya dan masing-masing mempunyai kaidah-kaidah tersendiri.
Hubungan kaidah dan kegiatan berbahasa bersifat timbal balik, saling
membentuk dan caling mengisi. Karena itu pemilihan ragam bahasa
tertentu sebagai bahasa baku atau sebaliknya perlu dipertanyakan. Bagi



nereka pembicaraan bahasa baku bukaniah prioritas yang utama.
vienurut pandangan ini setiap ragam bahase adalah baku untuk situasi
lan tujuan nemakaian ragam bahasa inu.

Akhir-akbir in1 mulai muiicul pendapat yang meragukan keber-
wasilan pemasvarakatan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
Jambang xaswanti Purwo {1999) menghendaki agar pendekatan otori-
er dalar. peruasvarakatan bahasa Indonesia dengan baik dur tenar
litinggallan. Ada due alasan yang menvebabkas dia sempai pada usulan
tu, ya:itu (1) telah terjadi perbedaan tafsiran mengenai arti “bahasa vang
vaik dan benar,” dan (2) pengertian benar dan tidax benar kini cende
ung campur aduk. Kini banyak orang menganggap bahasa yang baik
lan benar identik dengan bahasa baku. Padahal baik dan benar meru-
yakan dua hal yang terpisah. Baik mengacu pada situasi pemakaian, dan
)enar mengacu pada ketaatan pada kaidah tatabahasa.. Karena itu bahasa
vaku yang benar menurut kaidah tatabahasa hanya dipakai pada situasi
ang baik, yaitu situasi resmi. Sebaliknya pada situasi yang tidak baik.
aitu situasi tidak resmi, kita boleh memakai bahasa yang tidak baku.
‘engidentikan bahasa yang baik dan benar dengan bahasa baku mem-
raanggapkan kita harus selalu berbahasa baku. _

Pengertian benar dan tidak benar yang sehaiusnya mengacu pada
ebenaran tatabahasa juga ditafsirkan berdasar situasi pemakaiannya.
'encampuran ini terjadi karena situasi komunikai resmi dipahami secara
taus ‘dan Terpisch dari situasi komunikasi tidak resra. Padahal kenya-
1annya hampir tidak ada peritiwa tutur yang awal dan akhirnya tetap.
lampir sebagian peristiwa tutur, kecuaii pada situasi yang oleh Martin
oos’ (1967) disebut beku, merupakan campuran aiau perpindahan
ituasi komunikesi resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Kenyataan ini
1empersempit kemungkinan pemakaian bahasa baku. Diperkirakan
ahasa baku hanya dipakai dalam situasi vang sangat formai <iau beku,
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eperti dalam ritual agama, atau penggunaan bahasa tulis yang dilisan-



kan. Pada situasi lainnya penggunaan bahasa cenderung berfluktuas:
antara bahasa baku, setengah baku, dan yang tidak baku. Semakin lama
suatu peristiwa tutur, semakin pesar kemungkinan ber-cainpurnya balia-
sa yang dipakai.

Kzitik tajam terhadap behasa yang baik dan benar dikemukakan
olels Virginia Mathesson Hooker dan Daniel Dhekidae. Virginia Mathe-
son Hooker mengatakan bahwa membakukan bahasa adalah conton
“manipuiasi” bahasa. Scielah mereliti bahasa yang dipakai dalam
pidato-pidato kepresidenan pada masa Orde Lama dan Orde Baru,
Virginia Mathessson Hooker (1996) sampai pada simpulan bahwa yang
diakui sebagai bahasa baku hanyalah ungkapan-ungkapan model peja-
bat. Ungkapan-ungkapan pejabat atau bahasa pidato pejabat itu bermu-
la dari pemakaian bahasa Indonesia olch presiden yarg kemudian diikuti
oleh pejabat-pejabat lain sebagai konsekuensi logis budaya paternalistik
yang ada di Indonesia. Bahasa pidato pejabat yang kemudian diakui
sebagai bahasa baku semula berasal dari para penulis teks pidato yang
sebelumnya telah berkonsultasi dengan para perencana pembakuan
bahasa. Lama-keiamaan bahasa yang diakui sebagai hahasa baku itu
akan menjadi bahasa tipikal. Bahasa tipikal itu mempunyai karakteristik
sebagai hasil upaya untuk mengefisienkan perilaka linguistik, berkejaran
dengan perubahan teknologi global yang cepat, dan karena itu akan
muncul gejala alienasi bahasa Indone«ia dari komunitas bahasa secara
luas (Dhakidae, 1996:248). _

Selain melalui lembaga negara yang bernama Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa, otoritas bahasa di Indoneia juga dikendali-
kan oleh perangkat negara lainnya. Akan tetapi harus disadari bahwa
pemegang kekuasaan di Indonesia di masa lampau tidak dapat disamara-
takan atau dianggap sebagai suatu kelompok yang terpadu. Akibatnya
tidak jarang kita sendiri tidak mengetahui dari mana asalnya suatu kebi-
jakan yang ada di tengah-tengah kita. Implementasi otoritas bahasa
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sebagai upaya pengendalian sistem-sistem komunikasi di masa lampau
adalah salah satu contohnya. Upava pengendalian itu dilaksanakan
dergan monopoli pemaknaan atan hegemoni makna. Di meas» lampau
negera dengan serngaja memazknai kata-kaia tertentu sesual Gengan
keinginannya. [uterpretasi ierhadap mekna lzin selain vang diinginkan
oleh negara ditutup demi stabilitas dan kelangsungan pcmbanguran
nasional. Lewat kontrcl banase sep:ru Au witanamkan 1deologi aan
program-program negare,

Monopoli pemaknaan dllﬁ.kt.l}\aln dengan berbagai cara, di antara-
iiya pcmberian makna baru (yang berbeda dan makna konvensionalnya),
dan pemakaian eufemisme yang menyimpang. Untuk membentuk citra
negara Orde Baru sebagai negara yang bersih dimunculkan istilah bersi/i
lingkungan. Gabungan kata ini tidak dimakudkan sebagai kebersihan
lingkungan fisik seperti yang dipahami oleh mayarakat pada umumi.va.
tetapi diberi makna yang lebih spesifik, yaitu bersih dari anasir-anasir
ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Contoh lain tentang hegemoni makna
seperti ini adalah:

penataan (sistem kelembagaan) = perombakan

nornnelisasi (kehidupan kampus) = pengekangan
Puncak dari monopoli pemaknaan terjadi pada penafsiran tunggal atas
Pancasila scbagai dituangkan dalam Pedoman Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila® (P4). Nilai-nilai vang terkandung dalam Pancasi-
la dirumuskan menjadi ouiir-butir Pancasila Nilai-nilei vang terkandung
dalam sila yang pertame, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, dirumuskan
menjadi 4 butir, sila vang kedua menjadi 8 butir, dan seterusnya.
Penentuan butir-butir Pancasila itu menjadi hak monopoli negara.
Interpretasi lain selain yang dikehendaki oleh negara dianggap tidak ada,
dan karena itu dalam dunia pendidikan interpretasi lain itu dianggap
salah sehingga mengurangi nilai dalam pelajaran Pendidikan Moral
Pancasila di masa itu.
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Bentuk lain yang dipakai untuk memonopoli makna ialah eufe-
misme. Eufemisme ialah pemakaian kata atau bentuk lain untuk meng-
hindari lzrangan atav tabu (Kridalaksana, 1982:42; Mc Kenzie, 1995:
246-261). Alasan lain pemakaian eufemisme ialah vntuik menghindari
nerasaan ‘idak enak atau demi sopan santun. Untuk menghindan
perasaar jijik atau demi sopan santun kita mengatakan ie belakang
UNUK Niaksua berak atau kemcing, trrmasusila atau funcwizma untuk
imenggant pelacur dan gelandangan dan seterusnva. Eufemisme sangat
vermanfaat jika dipakai sebagaimana mestinya. Akan tetapi eufemisme
akan menjadi erdemi sosia! jika dipakai menyimpang (Wardhough,
1986:231).

Pada masa Orde Baru eufemisme dipakai untuk tujuan tertentu,
yaitu menutup informasi yang sebenarnya. Kata-kata diperhalus makna-
nya agar perbuctan kasar dianggap halus, yang salah dianggap benar.
dan yang menyimpang dianggap biasa. Berikut ini adalah beberapa
contoh eufemisme yang dimaksud.

diamankan ‘dipenjara’
dijemput ' ‘ditangkap’
discsuaikan ‘dinaikkan’

dibebastugaskan ‘dipecat’
Pemakaian eufemisme seperti ini menyimpang karena makna dibentuk
secara sepihak sehingga melanggar azas arbritrer dan konvensional.
Makna dibentuk secara sep:hak sehingga tidax sesuai dengan konvensi
yang ada di dalam mayarakat. Padahal makna bahasa itu arbritrer,
dalam arti tidak ada motivasi, kekuasaan, atau undang-undang dipakai
untuk membentuk makna. Sedangkan melanggar konvensi karena untuk
menyatakan makna seperti itu sebenarnya telah tersedia kata-kata yang
berterima oleh masyarakat. Di satu sisi pemakaian eufemisme yang me-
nyimpang efektif bagi negara untuk menutupi maksud yang sebenarnya,
tetapi pada sisi yang lain justru menimbulkan kecurigaan bagi masya-



rakat terhadap apa vang dikatakan oleh negara. Sikap seperti in:
akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan, bahkan timbul penaf-
siran vang berkebalikzn dengan zpz vang diinginkan negarc. Kciika
negara mengatakan A. masyaraka! justtu memchaminya dengan logika
terbalik, yaitu sebagai B. seperti ketika diumumbkan tidak 2kan ads
penutupan bank ternyveta kemudian beberapa bank dilikvidasi.

Hadirin yang saya hormati,

Setelah diuraikan implementasi otoritas bahasa oleh negara.
beriltut ini akan diuraikan implikasi dari implementasi itu. Setidak-
tidaknva ada dua hal vang kita rasakan berkenaan dengan ha! itu, vaitu
(1) kecenderungan bahasa Indonesia bersifat feodal, dan (2) tumbuh
suburnya implikatur.

Bahasa Indonesia Cenderung Bersifat Feodal

Feodalisme ialah sistem sosial vang mengakui adanya stratifikasi
sosial. Di dalam masyarakat yang feodal, masyarakat terbagi atas bebe-
rapa kelas sosial. Kelas bangsawan atau priyayi lebih tinggi kedudukan-
nya daripada kelas petani atau rakyat biasa, dan karena itu kelas vangsa-
wan mendominas; kelas petani. Perbedaan kelas-kelas sosial dibentuk
melalui perbedaan bentuk bahasa yang dipakai unmuk menunjukkan
perbedaan tingkat kedudukan pemakai bahasa serta berbagai tatacara
dalam pergaulan berinasyarakat.

Bahasa Jawa adalah contoh bahasa yang feodal. Di dalam bahasa
Jawa dikenal beberapa tingkatan unfuk menunjukkan ragam halus aan
kasar. Bahasa Jawa halus mempunyai beberapa varian® lagi, begitu pula
bahasa Jawa kasar. Bahasa Jawa halus atau “krama” dipakai oleh para
bangsawan atau privevi, sedang masyarakat biasa berbahasa Jawa kasar
atau “ngoko”. Semua kata yang ada dalam ragam “krama” r. >mpunyai
padanan dalam ragam “ngoko,” tetapi tidak semua kata ragam “ngoko™



berpadanan dengan ragam “krama”. Akibatnya para bangsawan yang
berbahasa Jawa ‘“‘krama” bisa berbicara dengan mudah dalam ragam
“ngokc”, setaliknya masyarakat hiasa akan mengalami kesulitan dalam
berbzhasa Jawa ragam “krama.” Kesulitan ini menimbulkan jarak sosial
dan meninggikan derajad pemakai bahasa jawa krama.

Bahasa Indonesia yany baik dan benar mengasumsikan adanya
bahasa Indonesia baku can vang tak baku. Bauasa indoncsia taku dipa-
kai dalam situasi resmi oleh masyarakat yang berlatar belakang psndi-
dikan, sosial, dan ekonomi yang cukup dan tinggi, sebaliknya bahasa
Indonesia tak baku dipakai dalam situasi tak resmi oleh masyarakat yang
berlatar belakang pendidikan, sosial, dan e<onomi rendah. Secara kasar
situasi ini mirip dengan situasi dalam bahasa Jawa. Bahasa Indonesia
baku dipakai oleh kelas sosial menengah-atas (terutama.para pejabat)
karena kelas sosial ini lebih banyak menghabiskan hidupnya dalam
situasi resmi di kantor, sedang bahasa Indonesia tak baku dipakai oleh
kelas sosial bawah karena sebagian tesar hidupnya berada di situasi tak
resmi. Sudah barang tentu kemiripan ini berbeda intensitasnya, karena
bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi sebagian bésar penutur baha-
sa Indonesia.. Akan tetapi tanda-tanda kemiripan itv sudah tampak.

Kampanye bahasa Indonesia yang baik dan benar menempatkan
bahasa baku lebih tinggi kedudukannya daripada bahasa tak baku seper-
ti dikatakan oleh Bambang Kaswanti Purwo (1999). Sikap merendahkan
ragam iak baku dapat dianggap sebagai ketiadaan kesetaraun berbagei
ragam yang ada dalam bahasa Indonesia. Sikap merendahkan ragam tak
baku di samping membentuk Bahasa Indonesia yang feodal (karena ciri
utama feodalisme ialah ketiadaan kesetaraan), juga dapat menjadi
bumerang bagi usaha meinbuai orang cinia pada ragam baku dan dengan
rela hati menggunakannya pada konteks yang sesuai.
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Hadirin yang saya hormati,

Proses pembentukan bahasa Indonesia baku dan yano tak baku
berfungsi sebagei “krama” der “nzokn™ dalem bahasa Jawz merempuh
jalan yang mirip. Anderson (1982: 76-77) mengatakan bahwa bahasa
Jawa krama sebenarnva mempakan penggunaan yang dibikin-bikin
terhadap bahasa varg lazim di kalangan orang Jawa, dan bahasa Jawa
Krama itu terbentuk karens memang dengan sadar dibentuk para
penguasa Jawa sesudah abad ke-18 sebagal kompeinsasi dari hilangnya
kekuasaan kongkrit. Pendapat yang sama dikatakan oleh G. Moedjanio
(1985: 271). Dia mengatakan bahwa tataran ngoko-krama memang
sengaja dikembangkan sehingga menjadi rumit sebagai alat politik.
justru karena dinasti Mataram menyadari dirinya berasal dari kalangan
petani. Untuk meninggikan derajadnya dan menjaga jarak sosial, proses
perumitan itu ditempuh sebagai upaya untuk mencapai tujuan itu. Kemi-
ripan proses pembentukan bahasa Indonesia baku dan yang tak baku
dengan bahasa Jawa krama dan ngoko yang didasari oleh motivasi yang
disengaja dan bertujuan menaikkan derajad dan menciptakan jarak sosial
cukup menjadi indikasi munculnyva sifat feodal dalan: bahasa Indonesia.

Sclain melalui ragam baku dan yang tak baku, feodalisme bahaca
Indonesia juga tumbuh melalui kata-kata (walaupun belum sebanyak
dan sistematis seperti dalam bahasa Jawa) seperti contoh berikut:

wafat - meninggal
dimohon - diminta

beliau - dia
bapak/ibu/anda- kamu

yang mulia - yang dihormati
usia . - unur

amanat - pidato ;



‘t'umbuh-suburnya Implikatur dalam Bahasa Indonesia

Bahasa mengandung unsur bentuk dan makna. Bentuk bahasa di-
wujudkan melalui bunyi/tulisan, dan bentuk itu menyatakan makna.
Makna menjadi khazonah pengetahuan masyarakat sebagai sarana
perkomu...kasi. Benjamin Lee Whorf (1958) mengatakan bahwa bahasa
pukan saja mcrupakan insirumen untuk berkomunikasi, tetapi sebenar-
nva juga mendefinisikan kehidupan itu sendirt. Makna terbentuk secara
konvensional dan terkodifikasikan ke aalam kamus-kamus bahasa.

Di samping menyatakain makna, baliasa juga mengandung imp:i-
katur. Implikatur (impficoture) adalaii sesuatu yang ditangkap oleh pen-
dengar/pembaca vang berbeda dari makna konvensionalnya (Brown dan
Yule, 1983:31). Tuturan seorang ibu kos yang ingin memberi tahu tamu
anek kosnya berikut adalah contoh tuturan yang .mengandung
implikatur.

(1)  Dik, sekarang sudah pukul 10 malam.

(a) waktu menunjukkan pukul 22.00 WIB

(b) sebaiknya anda segera pulang
Tuturan (1) di samping mengandung makna pemberitahuan tentang
waktu (1a) juga mengandung implikatus nermintaan agar tamn itu segera
pulang (1b). Pemahaman kita atas implikatur didasatkan pada pra-
nggapan sebagai pengetahuan bersama (common ground) sehingga
tidak perlu diutarakan. Implikatur dari tuturan (1) terbentuk karena
sama-sama dipahami bahwa seorang tamu (pria) tidak boleh mengun-
jungi teman (wanita) hingga meiebihi pukul 22.00 WIB. Berdasar
pranggapan “Batas waktu bertamu pukul 22.00 WIB” itulah muncul
imnplikatur dari tuturan (1), yaitu (1b). Clark (1977) merumuskan
praanggapan sebagai “the missing link” yang menghubungkan tuturan
dan implikatumya. Semakin akrab hubungan antara pembicara dan
pendengar, semakin banyak mereka berbagi pengalaman dan pengeta-
huan dan makin banyak pula praanggapan yang tidak mereka ungkap-
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kan, tetapi akan menjembatani di dalam interaksi verbal mereka.
Sebaliknya jika pembicara dan nendengar kurang akrab atau berasal dari
lingkungan budaya yang berbeda, mereka sering tidak menangkap
implikatur dari tuturan yang didengarnya karena ketidakpahaman pra-
anggapan yang menjembatani implikatur dari tuturan yang didengarnya.

Makna konvensional terkodifixasikan ke dalam wamus-kamus
buhasa, sedargkan impiikatur menjadi pengetahuan yang hidup dinamis
dan tersimipan dalam memori masyarakat. Munculnya implikatur diten-
tukan oleb kebenaran dan pemahaman masyarakat atas tuturan yang
didengarnya. Sescorang yang menutwkan sesuatil yang tidak benar,
karena itu terbeda dengan makna konvensionalnya, tuturan itu akan
menimbulkan implikatur. :

Dewasa ini implikatur menjadi objek yang menarik perhatian
dalam pengkajian wacana (discourse analysis), pragmatik, dan semantik
antropologi. Parkin (1982) mengatakan bahwa implikatur dibentuk oleh
kultur masyarakat atas dasar interaksi masyarakat terhadap konsep vang
dipahaminya. Oleh karena itu untuk memahami implikatur harus mema-
hami terlebih dahulu apa yang sedang menjadi wacana bagi masyara-
katnyz. Implikatur muncul ketika pembicara dan perdengair berada
dalam wacana yarg berbeda, atau terdapat jarak yang memisahkan
meraka. Sejauh pembicara dan pendengar bersatu dalam pemahaman,
implikatur tidak muncul. Sebaliknya, jika pendengar memahami fakta
atau kebenaran yang be:beda dengan apa yang dituturkan olen pembica-
ra, maka implikatur muncul dengan fungsi yang signifikan.

Pada masa Orde Baru ketika bahasa dipakai sebagai sarana legi-
timasi kekuasaan melalvi menepoli pemaknaan, implikatur tumbuh
subur. Implikatur dibentuk melalui proses plesetan’, yaitu dergan
sengaja memaknai tuiuran berbeda dari makna konvensionalnya. Pleset-
an dianggap sebagai cara untuk melawan atau menolak, dan cara ini
sangat efektif dan produktif pada masa akhir kejayaan Orde Baru.
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Pada masa Orde Lama di Jawa dikenal ungkapan “bersih desa”
untuk menyatakan kebersihan lingkungan fisik (dan juga spiritual)
terutama setelah masyeralkat desa celesai panen hasil pertanian. Pada
masa Ornle Baru di samping bersih desa muncul ungkapan bersih
lingkungan tetapi negara memberi makna yang berbeda walaapun pola
pembentukannya sama, vaitu ‘bersih dari anasir elistrem kiri dan
ekstrem kenan’ Ketika masyarakat berada pada wacana yang cama
dengan negarc, ungkapan itu dipahami dengan makna yang sama oleh
masyarakat dan negara. Akan tetapi pada masa reformasi ketika
masyarakat berbeda wacana dengan negara, ungkapan 1tu diplesetka
sehingga muncul implikatur sebagai berikut:

(2) bersih lingkungan

(a) bersih KKN

(b) bersih dari lingkungan Cendana
Bahkan kata reformasi yang menjadi kata kunci dari gerakan reformasi
pun diplesetkan sehingga menimbulkan implikatur sebagai berikut:

(3) reformasi

(a) repot nasi
Berikut ini adalah contch tuturan dan implikaturmya:

(4) KUHP

(a) Kasih Uang Habis Perkara

(5)KPU

(a) Kepengin Punya Uang

(b) Komplotan Penilep Uang

(5) UNS

(a) Untuk Nurunin Soeharto

(b) Untuk Ngadili Soeharto

(6) sembako

(a) semangat bakar toko
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Implikatur mengganggu proses komunikasi, karena adanya
implikatur proses menafsirkan dalam komunikasi menjadi semakin tak
transparan, bahkan berubah menjadi tebak-tebakan vang akhirnyz jus-
tru akan menjedikan komunikasi itu gagal. Komurikasi dianggap berh.a-
sit jika tercapat kesamaan pemahaman di antara peserta komunikasi.
Scbaliknya komunikasi dianggap gagal iika peserta komunikasi menaf-
sirkan bahasa ke arah pemahanian yang berbeda. Upaya yang perlu dila-
kukan demi keberhasilan komunikasi ialah mengurangi munculnya im-
plikatur, karena implikatur dapat diauggap sepagai zjekan atau penanda
heticakhormonisan hubungan pihak-pikak yang berkomunikasi

Penutup

Implementasi otoritas bahasa beserta implikasi yang ditimbul-
kannya di Indonesia menyadarkan kita perlunya redefinisi kebijakan ba-
hasa di Indonesia. Sejalan dengan politik negara, seperti sering disam-
paikan oleh kepala negara kita, bahwa negara menjadi fasilitator bagi
masyarakat untuk mengatur dan memecahkan masalahnya sendiri, otori-
tas bahasa seyogyanya diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat harus
diberi kewcnangan mengatur dan membentuk bahasanya melalui kese-
pakatan dan kebersamaan pemakaian. Negara sebaiknya berfungsi seba-
gai fasilitator untuk mencapai tujuan itu dan kemudian mengakomodasi
apa yang sudah menjadi konvensi bagi masyarakat Indonesia. Kebi-
jakan kebahaszan yang ditentukan secara otoriter meianggar hukum ba-
hasa, kliisusnya yang berkaitan dengan bahasa sebagai sistem yang
arbitrer dan konvensional.

Kebijakan kebahasaan yang telah dilaksanzkan negara di masa
lalu tidak perlu disesali karena di samping sesuai dengan politik negara
waktu itu juga dipengaruhi oleh tumbuh-subyrnya paham strukturalisme/
formalisme di masa itu. Seiring dengan perubahan waktu dan pergeseran
paradigma pemikiran, sudah waktunya kebijakan bahasa membuka pintu
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bagi pandangan yang nonstrukturalis. Posmodernisme yang menjadikan
kajian bahasa sebagai tanah air bagi kelahirannya sudah waktunya
dipertimbangkan sehingga tidak hanya dimanfaatkan dalam kcjian
tentang tata kehidupan sosial (politik. hukum, ekonomi, antropologi.
sosiologi, arsitektur, psikologi, sejarah, atau filsafat), tetapi juga dalam
kajian bahasa. Bagi para mahasiswa yang belejar linguistik pemalzman
tentang posmodernisine sangat penting untuk mempeiluas wawasan bah-
wa analisis bahasa tidak hanya bertujuan merumuskan kaidah-kaidah.
tetapi juga untuk mengetahui peran bahasa untuk membentuk realita,
Perluasan wawasan itu sangat penting bagi para mahasiswa agar dapat
meneliti aspek-aspek bahasa yang selama ini kurang mendapat perha-
tian, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan variasi bahasa.

Apa yang sudah diuraikan pada bagian terdahulu.memperlihat-
kan kepada kita bahwa bahasa dapat dipakai untuk membaca keadaan
seperti yang terjadi pada akhir masa kejayaan Orde Baru. Plesetan seba-
gai proses untuk menghasilkan implikatur dapat dianggap sebagai cara
masyarakat menolak wacana negara untuk mencabut legitimasinya.
Melalui bahasa masyarakat membentuk wacana danm melalui wacana
itrlah masyarakat mewujudkan cita-citanya menjadi realita.

Hadirin yarg saya hormati,

Kini tiba saatnya bagi saya untuk mengucapkan terima kasih
hepada semua pihak yang teiah berjasa bagi perjalanan hidup saya.
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan
ibu-ibu guru yang mengajar saya di sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, dan sekolah lanjutan atas. Jasa mereka saya hargai karena
melalui merekalah saya meinperoleh ilmu dan pengetahuan dasar yang
saya butuhkan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para
pengajar tempat saya memperoleh pendidikan tinggi, termasuk para
pembimbing saya: Prof. Dr. JW.M. Verhaar dan Dr. Sudarvanto (S1).
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Dr. Stephanus Djawanai (S2), dan Prof. Dr. W.A.L Stokhof, Prof.Dr.
Hein Steinhauer, Dr. G. Reesink, Dr. B. Voorhoeve, Prof.Dr. Maurits
D.S Simatupang. Prof. Dr. Anton M. Moeliono. dan Dr. Stephanus
Djawanai (S3).

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepads semua panitia
penyelenggara pengukuhan ini dan semua reksn dosen ,asisten, kaiya-
wan, aan mahasiswa Fakultas Sasira Universitz Dipepegore a2tas Kerje:
sama yang baik sshingga tercipta ikiim akademik yvang menyenangxan.
‘“Walaupun nama-nama meircka idak depat sava sebut satu per =i
tetapl baniuannya teiah tercatat dalexa batin saya.

Khusus kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu panitia penilai usulan
guru besar madya saya, baik di tingkat Fakultas atau Univeritas yang
telah menyetujui dan mengusulkannya ke tingkat yang iebih tinggi, saya
mengucapkan terima kasih yang tulus. Kepada Prof. Dr. Sri Rahayu
Prihatmi, M.A, Dekan Fakultas Sastra UNDIP, saya mengucapkan
terima kasih karena berkat kebaikan hati beliau usulan kenaikan jabatan
guru besar madya saya ini diproses. Begitu pula kepada Bapak Rektor/
Ketua Senat Univeritas Diponegoro, Prof.Ir.H. Eko Budihardjo, M.Sc,
Sekretaris Senat serta para anggota Senat -khususnya para guru besar
yang menjadi “peer group” dalam penulisan pidato ini- saya menyam-
paikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas
persetujuan dan rekomendasinya sehingga saya memperoleh jabatan
guru vesar madva.

Sudah selayaknya pula saya menyampaikan ucapan terima kasih
yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan
Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah
memberi kepercayaan kepada saya untuk mengemban jabatan guru besar
madya. Semoga berkat doa restu Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya
dapat mengemban jabatan ini dengan sebaik-baiknya.
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Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan sembah sujud
dan terima kasih kepada almarhum ayah saya Bpk. Sosrosendjaja dan
ibu ava Nv. Hj. Scresendicjn. vang telah menpasuh dan mendidik saya.
Ial yang cama saya sampaikan kepada almarhurs aych mertua saya
Bpk. H. K.Warsito dan ibu mertua saya Ny Hj K. Warsito yang selalu
membantu dengan tulus mengztasi berbagai kesulitan yang kami hadapi.
Kepada almarhun oyah seya dan almarhum ayah mertua saye, sava
mendoakan agar Tuhan Yang Maha Esa menerimma para beliau di sisi-
Nya.

Kepada ketujuh saudara kandung saya dan saudara-saudara isteri
saya beserta keluarganya, saya mengucapkan terima kasih atas doa restu
dan tali persaudaraan yang hangat yang tetap terjaga hingga saat ini
Ucapan yang sangat khusus saya berikan kepada isteri saya Ny. Budianti
Sudaryono, dan kedua anak saya, Aswin Budi Pratomo dan Nia Budi
Puspitasari. Saya berhutang budi kepada mereka karena selama kurang
lebih enam tahun selama mengikuti pendidikan lanjutan, saya terpaksa
sering meninggalkan mereka, dan karena itu mereka hidup tanpa kasih
sayang suami dan ayannya. Ketabahan dan ketulusan mereka dalam
menerima kenyataan ini, dan dorongan scrta semangat mereka sangat
besar perananya bagi saya untuk memperoleh jabaten akademik yang
terhormat ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang tulus atas
pengorbanan mereka.

Akhiinya saya bervukur ke hadirat Tuhen Yang M2na Pemursh
yang telah melimpahkan Ranmat-Nya sehingga saya dapat melaksana-
kan tugas dan berkarya, dan karena itu impian saya untuk meraih jabatan
akademis yang tertinggi terkabul. Semoga Tuhan Yang Mahka Kuasa
senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita semua. Amien.

Wassalammu’alikum warachmatullahi wabarokatuh.
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Catatan

1Konsep bahasa bersifat arbritrer dan konvensional dikemukakan oleh
Ferdinand de Sausure {1915). Menurut Saussure perilahu nuanusia
vang bersifat veroal menghasilkan tanda atau tanda bahasa. Tanda iw
scnairl adalah wujud psikis vang menyatukan konsep dari citra akusiiz.
Tanda terbenmik cecare arbritrer dan konvensional. Arbritrer bersrt
udak ada motivast dalam proses pembentukan tanda. dan korvensiv
berarti tanua itu terbentuk atas dasar kesepakatan bersama d. anue
remakai tanda 1tu. _

Konsep bahasa sebagai sistem tanda yanyg diremubaken
Saussure menjadi embrio kelahiran paham posmodernisme yang rme-
“empatkan bahasa dan kajian bahasa sebagai sumber ilham atau pusat
~wilavah dari seluruh sejarah tatakehidupan sosial. Posmodernisme
mengadopsi pikiran Saussure dan menjadikannya sebagai tesis utamz.
vaitu (1) hubungan realitas objek dan bahasa bersifat arbriter dan
konvensional, (2) makna ditentukan oleh sistem bahasa dan makna ifu
bersifat terbuka, majemuk, penuh kemungkinan, dan di luar kendaii
subjek tertentu (Hervanto, 1996:19).

“Keberadaan dan peran minoritas kreatif dalam suatu geraxan sosial

~sudah !'ama disadari dan semakin tampak akhir-akhir ini. Dalam
sejarab pergerakan nasional dijelaskan banwa pembentukan Negara
Kesatuan Republik 'ndonesia dimotori oleh sejumlah tokoh seperti
Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan beberapa yang lain. Pembentukan
pemerintahan Indonesia melalui Sidang Umum MPR tahun 1999
dimotori oleh tokoh-tokoh seperti Abdulrahman Wahid, Amien Rais,
Megawati, dan Akbar Tanjung. Tckch-tokoh itu dapat dianggap
sebagai minoritas kreatii yang mewakili keseluruhan masyarakat
Indonesia di dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

*Sejak reformasi kampanye pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan
venar sudah tidak terdengar lagi. Hal ini setidak-iidaknya dapat
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ditafsirkan bahwa kampanye itu kurang mencapai hasil dan mulai
bergesernya ototitas bahasa dari negara menuju ke masyarakat.

“Martin Jous {1957/) membagi ragam bahasa atas lima tingkat:

1 1agam beku (frozem) iaiah ragam bahasa yang paling resmi,

sepertl dalam undang-indang, atau ritual agama;

ragam resnii (formal) lalah ragam yang dipakai dalam p1dat0

resmi, rapat dinc/resmi;

ragam usaha (consulrative) ialah ragam bahasa yang dipakai

calam pembicaraan biasa di sekolah, perusahaan/kantor;

4 ragam santei (casual) ialah ragam bahasa santai antarteman dalam
berbincang-bincang, rekreasi, olah raga, dll.;

5 ragam akrab (intimate) ialah ragam bahasa antaranggota keluarga
atau teman akrab yang ditandai oleh saling pengertian.

)

*Mengenai butir-butir Pancasila dapat dibaca pada buku-buku
pelajaran PMP atau PKPN untuk sekolah dasar, sekolah menengah
pertama, dan sekolah lanjutan atas; atan buku-buku/bahan penataran
P4. =

®Perihal varian tingkat ‘utur dalam bahaa Jawa dapat dibaca pada C
Geertz (1972: 171). Geertz membagi tingkat tutur dalam bahasa
Jawa atas krama, (krama) madya, dan ngoko. Krama meliputi krama
inggil, dan krama biasa atau krama. Krama madya atau madya tidak

pervarian. Ngoko meliputi ngoko madya dan macya.

"Plesetan sangat populer pada tahun 80-90-an, dan Yogyakarta
dianggap sebagai pusat atau asal plesetan. Begitu populernya
sehingga Universitas Gadjah Mada beberapa kali mengadakan lomba
plesetan. Pada masa reforinasi, terutama menjelang kejatuhan
Soeharto, plesetan dipakai sebagai sarana penting untuk menyampai-
kan tuntutan reformasi dan sekaligus sarana penolakan yang bersifat
verbal. Heryanto (1996: 102-103) m=mbagi plesetan ke dalam 3
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golongan, yaitu (1) plesetan yang sekedar berupa permainan kata-
kata, {2) plesetan yang menjungkirbalikkan hierarkhi kebenaran,
kehormatan, dan kekuasaan, dar (3) plesetan sebagai disiplin radikal
yang serius.
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